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 Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila 
kamu telah selesai ( urusan dunia) bersungguh-sungguhlah (dalam 
beribadah) 
( QS Al Insyirah :6-7 ) 
 Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka 
allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. 
( HR. Muslim) 
 Ingatlah jasa-jasa orang yang telah membantumu, suatu saat 
kamu dapat kembali membantu orang lain.  
 ( Penulis ) 
 Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini tiada yang sia-
sia, segalanya selalu ada hikmahnya, tergantung bagaimana kita 
mempelajarinya.  
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Bintoro Suko Raharjo, S351508004,  2017,  berjudul “Pelaksanaan Pajak Bumi 
Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan ( PBB-PP) dan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sragen berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 28 Tahun 2009 ”. 
Tesis : Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peralihan BPHTB dan PBB-PP menjadi 
pajak daerah tentunya berkaitan dengan kesiapan pemerintah daerah kabupaten 
Sragen dalam menanggapinya dalam bentuk persiapan dan pelaksanaan 
pemungutan BPHTB dan PBB-PP tersebut. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris Penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan sifat penelitian kualitatif, dengan lokasi penelitian di 
Kabupaten Sragen. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer 
dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian 
ini untuk mendapatkan data primer adalah melalui wawancara. Teknik pengolahan 
dan analisis data baik data lapangan maupun data kepustakaan diklasifikasikan 
secara kualitatif sesuai dengan permasalahan. Data tersebut dianalisis dengan 
teori-teori yang relevan. Kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab masalah. 
Akhirnya data tersebut disajikan secara deskriptif analisis.  
Tahapan pemungutan yang dilakukan oleh Kabupaten Sragen dalam pemungutan 
PBB-PP yaitu: pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penerbitan.  
Sedangkan tahapan proses pengelolaan BPHTB yaitu: pengisian, penyampaian 
SSPD, penerbitan serta penyampaian surat ketetapan, penghitungan pajak, 
pembayaran, dan penyetoran. Berdasarkan hasil penelitian, mengenai tidak 
tercapainya target pemungutan BPHTB dan PBB-PP di Kabupaten Sragen 
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor penetapan tarif, faktor 
kelembagaan, faktor organisasi dan sumber daya manusia, faktor infrastruktur dan 
data. Sehingga diharapkan pemerintah kabupaten Sragen perlu mengambil 
kebijakan strategis untuk mencegah peningkatan itu. Upaya- upaya meliputi 
penyuluhan, sosialisasi mengenai PBB-PP dan BPHTB dapat menimbulkan rasa 
kesadaran dari masyarakat sebagai wajib pajak terkait pentingnya membayar 
pajak. Keharusan verifikasi menjadi bermasalah karena pengaruh lamanya proses 
transaksi pemindahan dan peralihan hak atas tanah. Penerapan Self Assessment 
System dalam penentuan besarnya BPHTB dipengaruhi oleh wajib pajaknya 
sendiri . DPPKAD Kabupaten Sragen memberikan sanksi kepada wajib pajak 
yang tidak membayar pajak sesuai dengan SSPD. DPPKAD Kabupaten Sragen 
supaya membentuk Tim Survei khusus yang bertugas meninjau langsung ke 
lapangan . DPPKAD harus melakukan pelatihan kepada para stafnya agar tidak 
ada kesulitan yang dialami oleh stafnya dalam melakukan tugas dalam 
pembayaran PBB-PP dan BPHTB oleh wajib pajak. 
 






Bintoro Suko Raharjo, S351508004,  2017,  implementation of the collection of 
Duty on Land and Building Right and Land and Building Tax Acquisition. 
Magister of Notary the Faculty of law , Sebelas Maret U niversity of Surakarta. 
The study aims at investigating how Duty on Land and Building Right and Land 
and Building Tax Acquisition become Regional Tax related to the readiness of 
Sragen Regency government in response to it in terms the preparation of and 
implementation of the collection of Duty on Land and Building Right and Land 
and Building Tax Acquisition. The study is an empirical legal research. It is 
conducted as a qualitative research, situating in Sragen Regency. The sources of 
data are obtained from both primary and secondary data. The data collecting 
technique for the primary data is interview. The data analysis technique either for 
field or library data is classified qualitatively according to the problem 
formulations. The data are analyzed with relevant theories. Conclusions are 
drawn afterwards to answer the problem formulations. The data are presented in 
a descriptive analysis. Based on the research result, the target of the collection of 
Duty on Land and Building Right and Land and Building Tax Acquisition which 
cannot be reached in Sragen Regency are caused by several factors, among 
others: the factors of tariff determination, institution, organization and human 
resources, infrastructure, and data. It is expected that the government of Sragen 
Regency may take strategic policy to prevent the increase of the duty. 
 
Key words: implementation, Regional Regulation, Land and Building Tax 
Acquisition, Duty on Land and Building Right Acquisition.  
 
 
